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Buku dengan tema optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pandemi Covid-19 
untuk kesejahteraan masyarakat mencakup dua bagian, yaitu inkiusivitas dan 
optimalisasi pemanfaatan dana desa, dan instrumen kebijakan BLT-Dana Desa dan 
Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa). Temuan pokok tersaji apik, runut, dan 
elaboratif mencakup: (a) inkiusivitas dan efektivitas pemanfaatan dana desa; (b) 
optimalisasi penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat; (c) efektivitas 
penyaluran dan transparansi dana desa; dan (d) prinsip dasar dan implementasi 
sektoral PK-Tunai Desa. Keempat temuan pokok perlu dikomplemen dengan 
perspektif kebijakan pengembangan dana desa. Kebijakan antisipatif tersebut adalah 
penguatan identifikasi dan optimalisasi ketiga program utama mencakup pencegahan 
dan penanganan Covid-19, BLT-Tunai Desa, dan PK-Tunai Desa dalam perencanaan, 
implementasi, dan pengawasan di lapangan. Komplementasi temuan pokok dan 
perspektif kebijakan ke depan diyakini dapat dan mampu meningkatkan kualifikasi dan 
percepatan pencapaian sasaran kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi 
pedesaan.
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Buku dengan judul "Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: 
Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi" dinilai 
relevan dan kontekstual dalam menempatkan desa sebagai 
garda terdepan membangun kesejahteraan masyarakat. 
Melalui inklusivitas dan optimalisasi pemanfaatan dana 
desa diharapkan tercapai sasaran pemulihan kesehatan 
masyarakat dan akhirnya membangkitkan perekonomian 
desa. Pemantapan perencanaan, implementasi program, dan 
kerja sama dalam pengawasan akan semakin memantapkan 
pengembangan dana desa ke depan.

Buku dengan tema optimalisasi pemanfaatan dana 
desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan 
mencakup dua bagian, yaitu: (1) inklusivitas dan optimalisasi 
pemanfaatan dana desa; dan (2) instrumen kebijakan BLT-Dana 
Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa). Buku ini 
didukung oleh empat karya tulis ilmiah (KTI) dengan sekuensi 
dan konektivitas yang baik sejalan dengan tema dan bagian 
buku yang ditetapkan. Keempat KTI membahas inklusivitas dan 
efektivitas pemanfaatan dana desa, optimalisasi penanganan 
dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat, efektivitas 
pengeluaran dan transparansi BLT-Dana Desa, dan prinsip 
dasar dan implementasi sektoral PK-Tunai Desa.

Dalam perspektif pengembangan dana desa ke 
depan terdapat beberapa strategi dan kebijakan yang patut 
dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, yaitu: (1) penguatan 
identifikasi kegiatan terkait tiga program utama yang mencakup 
pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT-Dana Desa,
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Kepala Pusat Penelitian-BK DPR-RI,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
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dan PK-Tunai Desa; (2) optimalisasi dan harmoni kegiatan 
untuk ketiga program tersebut dengan sasaran maksimisasi 
pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi pedesaan; 
dan (3) pemantapan perencanaan, implementasi program, 
dan pengawasan untuk percepatan pencapaian kesejahteraan 
masyarakat pedesaan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih kepada peneliti yang telah 
menunjukkan dedikasinya dan memberikan kontribusi 
pemikiran yang inovatif dalam upaya perumusan strategi dan 
kebijakan pengembangan dana desa yang inklusif dan optimal. 
Kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU dari Forum Komunikasi 
Profesor Riset (FKPR) Kementerian Pertanian RI, disampaikan 
terima kasih atas upayanya membangun struktur dan perbaikan 
editorial sehingga buku ini layak untuk diterbitkan dan disimak 
pembaca. Kita semua berharap invensi dan inovasi kebijakan 
yang ditawarkan bermanfaat dalam pengembangan dana desa 
secara inklusif dan optimal menuju percepatan pemulihan 
kesehatan masyarakat dan kebangkitan perekonomian 
pedesaan.

Selamat Membaca.
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Buku dengan judul "Dana Desa dalam Pandemi Covid-19; 
Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi” terdiri atas 
dua bagian berikut aspek pendukungnya. Pertama, inklusivitas 
dan optimalisasi pemanfaatan dana desa, yang membahas 
kebijakan umum dan pemanfaatan dana desa di masa pandemi 
Covid-19, serta inklusivitas dan efektivitas pemanfaatannya 
untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di samping itu, juga 
dielaborasi pemanfaatannya untuk mengatasi dampak ekonomi 
di pedesaan dengan mempertimbangkan aspek kesempatan 
kerja dan daya beli, serta optimalisasi program untuk program 
penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat 
menuju pembangunan dan pertumbuhan inklusif di pedesaan.

Kedua, instrumen kebijakan Bantuan Langsung Tunai 
yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) dan 
program Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa) yang 
membahas peningkatan efektivitas dan transparansi BLT-Dana 
Desa yang mencakup aspek dasar hukum, strategi percepatan 
penyaluran, efektivitas penyaluran, serta transparansi dan

DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19: 
JUSTIFIKASI PENGUATAN KESEHATAN 

MASYARAKAT DAN KEBANGKITAN 
EKONOMI PEDESAAN
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Inklusivitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa
Dana desa dari APBN diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. 
Sasarannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan, 
pemerataan pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan 
di pedesaan. Dalam pelaksanaan program dari dana desa, 
diutamakan secara swakelola melalui pemanfaatan sumber 
daya lokal dengan sasaran maksimisasi penyerapan tenaga 
kerja pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah (pemda) 
kabupaten bertanggung jawab dalam pembinaan, perencanaan, 
dan alokasi dana desa. Kepala desa dan camat bertanggung 
jawab langsung kepada bupati sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya, pemanfaatan dana desa 
dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan, yaitu: (a) 
optimalisasi sejumlah kegiatan untuk mencapai efektivitas 
pemanfaatan program; (b) kebutuhan akan optimalisasi dan 
harmoni program terkait dengan kesehatan masyarakat dan 
pemulihan ekonomi; dan (c) kompleksitas pilihan kegiatan 
yang mencakup desa aman Covid-19, desa bersih dan sehat, 
serta penguatan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

perspektif kebijakan ke depan. Bahasan tentang PK-Tunai 
Desa mengelaborasi lebih dalam tentang prinsip dasar dan 
mekanisme pelaksanaannya, dan implementasi sektoral 
program yang mencakup pengembangan infrastruktur 
dan perhubungan, serta sektor ekonomi produktif lainnya. 
Instrumen kebijakan BLT-Dana Desa dan PK-Tunai Desa ini 
diarahkan untuk percepatan pemulihan dan kebangkitan 
ekonomi pedesaan dengan harapan berdampak positif 
terhadap perekonomian desa.



Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Justifikasi Penguatan Kesehatan ■

-ix-

Instrumen Kebijakan BLT-Dana Desa dan PK-Tunai Desa
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

berimplikasi terhadap penurunan kinerja perekonomian

Kesemuanya diarahkan untuk mencapai inklusivitas dan 
efektivitas pemanfaatan dana desa untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat pedesaan menuju pemantapan 
kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan.

Pengendalian dan pencegahan pandemi Covid-19 
dilakukan dengan penerapan pembatasan mobilitas dan 
aktivitas masyarakat, kecuali untuk sektor esensial tetapi 
mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Dampak kebijakan 
ini bagi masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, adalah 
penurunan kesempatan kerja, peningkatan pengangguran, 
penurunan pendapatan, hingga ancaman krisis ekonomi. Dalam 
rangka mengatasi dampak sosial ekonomi tersebut, pemerintah 
menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan prioritas 
penggunaan dana desa tahun 2020 dengan mengedepankan 
pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT-Dana Desa, dan 
program PK-Tunai Desa.

Patut disadari bahwa pemulihan pertumbuhan 
ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kesehatan masyarakat 
melalui pencegahan dan penanganan Covid-19. Keberhasilan 
pemulihan ekonomi akan sangat ditentukan oleh keberhasilan 
BLT-Dana Desa dan program PK-Tunai Desa yang diarahkan 
untuk mengurangi beban masyarakat yang rentan terhadap 
dampak pandemi Covid-19. Keberhasilan pengelolaan dan 
optimalisasi alokasi dana desa dalam masa pandemi Covid-19 
ini, diyakini ekonomi pedesaan, dengan aset dan potensi yang 
besar, akan mampu bertahan dan mempercepat pemulihan 
perekonomian nasional.
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nasional, khususnya terhadap kelompok rentan masyarakat 
kelas menengah ke bawah. Kehilangan kesempatan kerja dan 
penurunan pendapatan terjadi sebagai dampak dari Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) atau pemutusan kerja secara sepihak 
oleh perusahaan. Kelompok usaha terdampak berikutnya 
adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) dan sektor 
informal lainnya, sehingga terjadi pelemahan ekonomi dan 
penurunan kesejahteraan masyarakat secara meluas. Dalam 
konteks ini, dibutuhkan optimalisasi dan harmoni pilihan 
PSBB sehingga dimungkinkan dapat dicapai secara berimbang 
kesehatan masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mencapai keseimbangan tersebut, perlu 
diantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan khususnya 
terhadap kelompok masyarakat miskin. Instrumen kebijakan 
yang diluncurkan pemerintah adalah BLT-Dana Desa 
dengan menyiapkan dasar dan landasan hukum dalam 
implementasinya. Dalam implementasi BLT-Dana Desa 
perlu diantisipasi sejumlah kendala yang mencakup aspek 
administrasi, dasar operasionalisasi, dan basis data desa dalam 
penentuan keluarga penerima program.

Desa sebagai subjek pembangunan memiliki kewenangan 
dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Menurut undang-undang, desa memiliki egitimasi 
secara mandiri mengurus rakyat dan mengelola potensi 
wilayahnya. Desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan 
pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang berkeadilan melalui pendekatan partisipatif. 
Program PK-Tunai Desa merupakan instrumen kebijakan 
pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dalam rangka 
merealisasikan semangat pembangunan dan pertumbuhan 
inklusif di pedesaan. PK-Tunai Desa telah dilaksanakan sejak
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Tujuan dan Sasaran
Sasaran umum yang hendak dicapai adalah optimalisasi 

program utama dana desa untuk mencapai efektivitas dan 
manfaatnya untuk penguatan dan pemantapan kesehatan 
masyarakat dan pemulihan ekonomi pedesaan. Tiga program 
utama dalam konteks dampak pandemi Covid-19 adalah 
pencegahan dan pelayanan kesehatan, BLT-Dana Desa, dan 
PK-Tunai Desa.

tahun 2018, namun pada tahun 2021, pelaksanaannya dimaknai 
sebagai instrumen pembangunan untuk pengembangan 
ekonomi produktif di daerah pedesaan yang terdampak 
pandemi Covid-19.

Terdapat sejumlah kendala dan tantangan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan PK-Tunai Desa di lapangan, 
di antaranya: (a) Pemahaman tentang fokus dana desa 
tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan 
mempertimbangkan aspek realokasi pengelolaan dan 
penyalurannya, serta mendukung pengembangan sektor 
prioritas; (b) Internalisasi prinsip dasar dan mekanisme 
pelaksanaan PK-Tunai Desa yang dapat mencakup kegiatan 
seperti pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan 
prasarana pedesaan, pemanfaatan lahan tidur, pemberdayaan 
masyarakat, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya di 
tingkat desa; dan (c) Implementasi kegiatan sektoral PK- 
Tunai Desa yang mencakup pengembangan infrastruktur, 
sektor perhubungan, dan sektor ekonomi produktif lainnya. 
Kesemuanya diarahkan untuk keberhasilan pemulihan dan 
kebangkitan ekonomi pedesaan dalam masa pandemi 
Covid-19 dengan penekanan pada semangat pembangunan 
inklusif dan pencapaian sasaran SDGs di pedesaan.
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Tujuan spesifik penulisan buku ini, adalah; (a) penguatan 
inklusivitas dan efektivitas pemanfaatan dana desa menuju 
kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan; (b) 
optimalisasi program utama dana desa dengan sasaran ganda 
maksimisasi penanganan dampak ekonomi dan kesehatan 
untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan; (c) peningkatan 
efektivitas dan transparansi BLT-Dana Desa melalui penguatan 
regulasi, kewenangan pemerintah desa, dan percepatan 
penyalurannya; dan (d) memastikan internalisasi prinsip dasar 
PK-Tunai Desa dan peningkatan kinerja implementasinya yang 
mencakup sektor prioritas untuk pemulihan dan peningkatan 
ekonomi pedesaan.

Sasaran akhir dari semua ini adalah inklusivitas 
dan optimalisasi program dana desa untuk percepatan 
pencapaian kesehatan masyarakat sebagai syarat keharusan 
dan kebangkitan ekonomi pedesaan dalam masa pandemi 
Covid-19.
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PEMANFAATAN DANA DESA DI MASA 
PANDEMICOVID-19 : INKLUSIVITAS DAN 
EFEKTIVITAS MENUIU KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT PEDESAAN

Pendahuluan
Penggunaan dana desa dari APBN setiap tahunnya 

sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan beberapa peraturan pelaksananya. Dana desa yang dari 
APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkat­
kan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman 
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota 
mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa dengan dasar 
hukumnya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT).

Pelaksanaan kegiatan di desa yang dibiayai dari dana desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
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Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah 
mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan 
pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi 
prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi di desanya.

Walaupun dana desa diproleh dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), tetapi pemda kabupaten atau bupati 
tetap membina kepala desa dalam menggunakan dana desa. 
Oleh karena itu bupati juga mengeluarkan peraturan bupati 
(perbup) mengenai alokasi dana desa per desa setiap tahunnya 
yang tidak sama untuk setiap desa. Rencana penggunaan 
dana desa juga diketahui dan diinformasikan kepada bupati 
melalui camat masing-masing. Baik camat maupun kepala desa 
bertanggung jawab langsung kepada bupati karena kepala desa 
dan camat merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk 
kepada aturan di daerahnya seperti peraturan daerah (perda), 
perbup, dll.

Dalam implementasinya di lapangan pemanfaatan dana 
desa dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan. Untuk 
mencapai efektivitas pemanfaatan dana desa dibutuhkan 
optimasi kegiatan-kegiatan untuk menuju kesejahteraan 
masyarakat pedesaan. Inklusivitas pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi pedesaan dalam konteks pandemi 
Covid-19 mencakup optimalisasi dan harmoni berbagai program 
terkait dalam menciptakan desa aman Covid-19, bersih dan 
sehat serta pulih dan bangkit dari kemunduran pertumbuhan 
ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan 
tersebut, maka tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis 
efektivitas pemanfaatan dana desa menuju pembangunan dan
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pertumbuhan inklusif pedesaan yang mencakup optimalisasi 
pencapaian kesehatan masyarakat dan bangkitnya ekonomi 
pedesaan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Tulisan ini 
bersifat review dan sintesis dengan mempertimbangkan data 
dan informasi terkait yang relevan dengan aspek studi yang 
mencakup kebijakan pemanfaatan dana desa, program terkait 
dengan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat, dan 
optimalisasi berbagai program menuju perbaikan efektivitas dan 
inklusivitas pencapaian kesejahteraan masyarakat pedesaan.

II. Konsep dan Kebijakan Umum Dana Desa
Sudah jelas dana desa diatur dalam UU tentang Desa. 

Menurut Febby FNF, et al. (2020), pengelolaan dana desa dalam 
bidang pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang 
sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa. Anggaran 
dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui APBN setiap 
tahunnya adalah relatif besar dengan tujuan untuk memajukan 
desa dan menyejahterakan masyarakat di desa tersebut. 
Namun dalam perjalanannya masih banyak terdapat kesalahan 
pengelolaan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tujuan 
dari dana desa tersebut digunakan, sehingga mengakibatkan 
adanya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 
tidak terlaksana.'

2.1. Konsep Pemanfaatan Dana Desa
Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat 

dibutuhkan beberapa tahapan pengelolaan alokasi dana desa 
dari APBN yang harus dijalankan dengan baik agar berjalan 
1 Febby FNF,dkk., (2020), Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam 

Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, ISSN 2339- 
2932, Penerbit FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, 
Nusa Tenggara Barat, Vol. 8 No. I Maret 2020, Hal. 208-215.
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dengan lancar di antaranya: a) perencanaan alokasi dana 
desa (ADD) yang merupakan langkah awal dan menjadi dasar 
dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh 
masyarakat; b) keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam 
pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan hingga 
pertanggungjawabannya dalam APBDes; c) perencanaan 
yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan 
secara musyawarah untuk menjaring aspirasi masyarakat; 
d) mekanisme penyaluran dana desa yang dilakukan setelah 
rencana alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati 
beserta lampiran kelengkapan administrasinya disampaikan 
kepada camat untuk diteliti dan/atau diverifikasi.^

Menurut Abidin (2015), dana desa adalah termasuk 
dalam konsep transfer dari pemerintah yang lebih tinggi 
kepada pemerintah yang lebih rendah. Grants atau subsidi 
dan bentuk dana perimbangan lain pada dasarnya adalah 
bantuan yang berasal dari level pemerintah yang lebih tinggi 
kepada level pemerintah yang lebih rendah. Transfer atau grant 
diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut (Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012): a) meningkatkan 
kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal 
antara pusat dan daerah dan antardaerah; b) menyelaraskan 
kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian 
urusan pemerintahan; c) meningkatkan kualitas pelayanan 
publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan 
publik antardaerah; d) meningkatkan kemampuan daerah 
dalam mendorong perekonomian daerah; e) mendukung 
kesinambungan fiskal nasional; f) meningkatkan efisiensi 
pemanfaatan sumber daya nasional; g) meningkatkan
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sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan 
rencana pembangunan daerah.’

2.2. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa
Adapun tujuan dana desa khususnya yang bersumber 

dari APBN yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain: 
a) membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara 
lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa 
diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan 
bisa dipersempit; b) membantu pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan 
dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan 
peluang serta lapangan kerja baru; c) selain menggunakan 
untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun 
sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan 
pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan 
yang lebih tertata dan saling berhubungan; d) memperkuat 
koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan 
program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat 
pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri; 
e) membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta 
memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang 
ada di desa tersebut.

Sedangkan manfaat dana desa antara lain adalah 
diprioritaskan untuk membantu membiayai pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, 
serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam

3 M.Zainul Abidin, (2015), Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa 
dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, Jurnal Ekonomi & Kebijakan 
Publik. Pusat penelitian, Badan Keahlian DPR RI, hal. 65.
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Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dalam APBDes. Selain 
dana desa, sebenarnya program pembangunan di desa juga 
dilakukan oleh pemda kabupaten, pemerintah provinsi dan 
pemerintah pusat di berbagai sektor. Tetapi tidak semua 
desa di seluruh Indonesia mendapat anggaran dari sektor- 
sektor di kementerian/lembaga, bergantung kepada apa 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan apa program-program 
pembangunan di dalam APBN.

Nyimas LLA., (2016), Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, Jurnal 
Penelitian Politik, Pusat Penelitian Politik (PPP), LIPI lakarta, Vol.13, No.2 
Tahun 2016., ISSN: 1829-8001., Hal. 193-211, (206).

2.3. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Berdasarkan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 

tentang Pendampingan Desa, setiap desa perlu pendampingan 
dalam melakukan tata kelola dana desa termasuk dana 
desa dari APBD. Tujuan pendampingan desa ini adalah 
untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas 
pemerintahan desa dan pembangunan desa; meningkatkan 
prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam 
pembangunan desa yang partisipatif; meningkatkan sinergi 
program pembangunan antarsektor; dan mengoptimalkan aset 
lokal desa secara emansipatoris. Ruang lingkup pendampingan 
desa dilakukan secara berjenjang untuk memberdayakan dan 
memperkuat desa. Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah desa, nilai 
APBDesa, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Selain 
itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota dan pemerintah desa juga melakukan upaya 
pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat 
berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan SDM."*
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2.4. Dampak Pandemi Covid-19 dan Kemanfaatan Dana Desa
Seperti disebutkan di atas, pada Maret 2020 pandemi 

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) resmi dinyatakan masuk 
ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan

Aditya AF dan Asep Sopian (2019), Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap 
Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 
di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, 
AKURAT, /umal Ilimiah Akuntansi, Uniersitas Bale Bandung (UBB), 
Volume 10, Nomor 3, hlm 41-57 September - Desember 2019, P-ISSN 
2086-4159, E-ISSN 2656-6648, Hal. 42-43.

Sedangkan berdasarkan pandangan Aditya AF dan 
Asep Sopian (2019), penggunaan alokasi dana desa juga 
harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan 
memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, 
serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan 
tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, 
maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus 
dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas 
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan 
lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan 
meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa. Pembangunan 
desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, 
dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan 
keadilan sosial. Oleh karena itu, maka kegiatan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana 
desa harus dipastikan mengikutsertakan seluruh masyarakat 
desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan.5
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Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan 
BLT-Dana Desa, adalah: 1) Undang-Undang; 2] Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT); 3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri; 4) Peraturan Menteri Keuangan; 5) Instruksi 
Menteri Dalam Negeri; 6) Instruksi Menteri Desa PDTT;7) Surat Menteri 
Desa PDTT; 8) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT; dan 9) Surat Edaran Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Buku Panduan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Juni 2020, 
diterbitkan oleh Kantor Bappenas, https://www.bappenas.go.id/fUes/ 
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf, diakses 30 Agustus 
2021.

berkembangdihampirseluruhprovinsi. Wabah ini diproyeksikan 
dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 
3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi 
dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah 
memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang 
bersumber dari dana desa atau disebut BLT-Dana Desa® 
untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak 
Covid-19. Kementerian Perencanaan Pjmbangunan Nasional/ 
Badan Perencanaan Pembangun' n Nasional (Bappenas) 
dan didukung Kementerian D -sa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi emendes PDTT), Kementerian 
Koordinator Bidang Pemb? igunan Manusia dan Kebudayaan 
(Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Buku Panduan 
Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai- Dana 
Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin di pedesaan di 
Indonesia.’

Dari segi kemanfaatan, meski belum semua segmen 
masyarakat menikmati dana desa sejak ditetapkan tahun 
anggaran 2015, masyarakat cukup puas karena pembangunan 
desa dari dana desa didasarkan atas usulan atau gagasan yang

https://www.bappenas.go.id/fUes/
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Indra Pahlevi, (2015), Dana Desa dan Permasalahannya, Majalah 
InfoSingkat, Vol. Vll, No. 17/l/P3DI/September/2015, ISSN: 2088-2531, 
Penerbit PPPDI, Setjen DPR RI Jakarta, hal. 17.

berasal dari masyarakat. Implementasi dana desa memberikan 
efek langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya 
pendapatan masyarakat. Walaupun secara kuantitatif belum 
diperoleh data yang akurat, namun masyarakat menilai 
pembangunan fisik telah menyerap tenaga kerja lokal dan 
memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa.

Dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana desa 
misalnya, proses pengangkutan hasil panen menjadi semakin 
mudah, dan pemeliharaan irigasi menjadi semakin terkendali. 
Dengan demikian, efek yang ditimbulkan dari pembangunan 
fisik adalah membuka akses ekonomi masyarakat dan peluang 
pekerjaan yang pada akhirnya memberikan peningkatan 
pendapatan masyarakat desa. Artinya secara politik, dana desa 
didukung oleh parlemen di pusat (DPR RI). Pengawasannya 
pun juga menjadi tugas dan kewenangan DPR RI karena dana 
desa berasal dari APBN.

Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d UU 
No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa 
pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana 
desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat 
(4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 
10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 
dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan 
ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara 
lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai 
kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.”
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Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19, https://dispermadesdukcapil . 
jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dima5a-pandemi-covid-i9, 
diakses 30 Agustus 2021.

III. Pemanfaatan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19
3.1. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020

Pemanfaatan dana desa di tahun 2020 didasarkan kepada 
Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan PDTT 
dan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2020. Kemudian pemerintah pusat menerbitkan 
Perpres No. 54 Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 
tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 
2020, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional. Dana desa tahun anggaran 2020 
secara nasional turun dari Rp72 triliun menjadi Rp71,19 triliun 
atau turun RpSlO miliar. Penurunan dana desa diperhitungkan 
pada nilai alokasi dasar per desa, dari Rp662,806 juta per 
desa menjadi Rp651,999 juta per desa atau turun Rpl0,807 
juta per desa di alokasi dasar masing-masing desa, sehingga 
Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Provinsi Jawa 
Tengah misalnya, yang semula Rp8.200.608.600.000,- menjadi 
Rp8.116.216.737.000,. Pemotongan dilakukan pada Penyaluran 
dana desa tahap III.®

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan 
Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah 
menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

https://dispermadesdukcapil
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dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 
7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan 
dana desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan 
pandemi Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk 
pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat 
Karya Tunai Desa (PKTD). Dasar ketentuan itu adalah Surat 
Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap 
Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri 
Desa. Di masa pandemi ini pemerintah memprioritaskan 
penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu: prioritas pertama 
adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan 
sistem PKTD untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa 
dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan 
kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan 
penanganan pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia.‘®

Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK No. 50 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 
Desa. Regulasi tersebut mengatur besaran dan lama BLT-DD 
disalurkan, di mana besaran BLT- DD dibayarkan selama 6 
bulan dengan ketentuan: a) Rp600.000,- adalah untuk bulan 
pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima 
manfaat; dan b) Rp300.000,- adalah untuk bulan keempat 
sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

Adapun penerima BLT di desa yakni keluarga miskin 
dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama 
ini tidak menerima bantuan program Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan 
dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari pemerintah 
kabupaten. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana
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Desa: a) mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama 
akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah 
data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup 
RT, RW, dan Desa; b) hasil pendataan sasaran keluarga miskin 
akan dilakukan musyawarah desa khusus, atau musyawarah 
insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda 
tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; 3) setelah dilakukan 
validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa 
selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen 
hasil pendataan oleh Kepala Desa." Hasil verifikasi dokumen 
tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih 
tinggi yaitu bupati atau walikota melalui camat. Program BLT 
Dana Desa tahun 2020 bisa segera dilaksanakan dalam waktu 
selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima oleh/di 
kantor kecamatan.

Terkait pemanfaatan dana desa di tahun 2020 lalu, setiap 
bupati/walikota mengeluarkan peraturan bupati/peraturan 
walikota mengenai pemanfaatan dana desa untuk penanganan 
dampak ekonomi langsung dari pandemi Covid-19 dan program 
lain yang terkait langsung dengan dampak lainnya seperti 
program padat karya (pembangunan fisik), dll yang tujuannya 
untuk membantu masyarakat miskin di desa-desa akibat 
pandemi. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu 
kebijakan pemerintah pusat terkait dana desa dari APBN Tahun 
Anggaran 2020 lalu.

Pemanfaatan dana desa tahun 2020 di desa lainnya, yakni 
sebuah penelitian yang dilakukan oleh Valentina, et al.(2020) 
yang menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari (desa) Talang 
Anau di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, telah 
melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak
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12 T.Rika Valentina, dkk (2020), Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada 
Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh 
Kota, dalam "Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin", Universitas 
Muhammadiyah Tangerang Volume 2, 2020, E-ISSN 2714-5603, http:// 
jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/index, Hal.131.

Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada 
pengelolaan dana desa. Pemerintah Nagari Talang Anau jika 
merujuk pada peraturan Permendes No. 6 Tahun 2020 yang 
membagi pengalokasian dana desa dalam tiga bagian yaitu:

Pertama, upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 
Nagari Talang Anau melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan Covid-19. 
Kedua, dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa, 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah dengan 
membentuk posko Covid-19 di Nagari Talang Anau yang terdiri 
dari masyarakat, pemuda-pemuda dan niniak mamak.

Ketiga, pengalokasian dana desa selanjutnya adalah 
Bantuan Langsung Tunai Desa, Pemerintah Nagari Talang Anau 
telah membagikan BLT-DD ini yang didistribusikan kepada 
138 masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah 
Nagari pada Mei 2020. Total keseluruhan dana desa yang 
diperuntukan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 
adalah 10% untuk pencegahan dan penanggulangan bencana 
Rpl05.000.000,- dan untuk BLT-DD sebesar Rp248.400.000,- 
dengan Total Dana Desa di Nagari Talang Anau sebesar 
Rp938.575.000,-. Segala bentuk pengalokasian dana desa telah 
dilaporkan kepada pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut 
ke pemerintah provinsi dan pusat.
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3.2. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021
Penggunaan dana desa di tahun 2021 relatif sama dengan 

di tahun 2020 karena pandemi Covid-19 sudah dimulai awal 
Maret 2020. Menurut Kementerian Desa dan PDTT, kebijakan 
pembangunan desa di tengah pandemi Covid-19 tahun 2021 
adalah untuk pembangunan desayanglebih terarah. Kemendes 
PDTT memprogramkan SDGs Desa yang berisi 18 poin yang 
merupakan pengejawantahan SDGs’*' Nasional. Target yang 
ditetapkan pusat antara lain adalah ada desa tanpa kemiskinan, 
tanpa kelaparan, desa dengan keterlibatan perempuan, desa 
dengan air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi 
desa yang merata di berbagai daerah.

Tiga fokus anggaran dana desa untuk tahun 2021; (a) 
program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan 
desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan 
revitalisasi BUMDes/BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan 
ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya 
yang dikelola BUMDes/BUMDesma. (b) program prioritas 
nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan 
desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa 
wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting 
di desa, dan desa inklusif, (c) prioritas dana desa untuk tahun 
2021 adalah untuk adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman 
Covid-19.

Kemendes dan PDTT menegaskan dengan disahkannya 
UU tentang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 maka BUMDes 
menjadi badan hukum. BUMDes menjadi investasi penting

13 Ini Penggunaan dana Desa Tahun 2021, https://www.kemendesa.go.id/ 
berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021,  
diakses 30 Agustus 2021.

14 SDGs-suslainable development goals.

https://www.kemendesa.go.id/


■ Juli Panglima Saragih

15 ibid.

- 16-

bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa (PADes). Fungsi BUMDes adalah 
konsolidasi dan pemasaran produk desa. Tercatat, sejak 
tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berkontribusi 
meningkatkan PADes hingga Rpl,l triliun. Akumulasi jumlah 
BUMDes sampai tahun 2020, adalah sudah ada 51.134 desa 
yang sudah mendirikan BUMDes. Artinya sampai saat ini 
(2021) sudah lebih dari 50 ribu BUMDes yang terbentuk di 
seluruh Indonesia. Tetapi tentu tidak semua yang beroperasi 
penuh, ada yang memperoleh untung dan ada yang masih 
mengalami kerugian. Bahkan bisa jadi ada yang tutup atau 
tidak beroperasi sementara waktu.

Kemudian pada tahun 2015-2020 dana desa yang 
dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai Rp4,2 triliun, 
dan Pendapatan Asli Desa dari BUMDes tahun 2015-2020 
mencapai Rpl,l triliun. Pengembangan BUMDes menjadi 
salah satu upaya penting dalam rangka rebound ekonomi desa 
tahun ini. Pemanfaatan dana desa untuk berkeadilan dalam 
pandemi Covid-19 ini diarahkan ke Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) Dana Desa untuk 8.045.861 Kepala Keluarga (KK) atau 
39.263.802 jiwa. Orang dalam Pemantauan (ODP) di ruang 
isolasi desa misalnya sebanyak 191.610 jiwa sejak Januari 
2021. Kemudian program Padat Karya Tunai Desa dirasakan 
manfaatnya sebanyak 3.298.041 jiwa di desa. Total pemanfaat 
langsung dana desa tahun 2020 per 30 Desember 2020 sebanyak 
42.753.453 Jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah.

Untuk mewujudkan desa aman Covid-19, pemulihan 
ekonomi desa, seperti menggiatkan Padat Karya Tunai desa, 
menggerakan produksi dan konsumsi untuk membangkitkan 
ekonomi desa, maka perlu sosialisasi masif salah satu kunci
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agar terjadi ketahanan di dalam proses penularan. Adapun lima 
unsur yang dinilai adalah 1) penerapan adaptasi kebiasaan 
baru, 2) pelaksanaan program yakni aksi setengah miliar 
masker desa, 3) desa tanggap dan aman Covid-19, 4) bantuan 
Langsung Tunai (BLT) dana desa, dan 5) program Padat Karya 
Tunai Desa (PKTD), Mekanisme lomba dilakukan dengan 
asesmen mandiri oleh pemerintah desa dengan mengisi data 
unsur-unsur lomba ke dalam aplikasi sistem informasi desa.

Sistem tersebut akan melakukan perangkingan di mana 
dewan juri hanya memverifikasi di lapangan ke desa-desa yang 
sudah masuk sistem. Jika terdapat ketidaksesuaian antara 
laporan asesmen mandiri dengan kondisi lapangan, maka 
akan didiskualifikasi. Kemendes PDTT mengusulkan waktu 
pelaksanaan lomba dilakukan sejak 10 Agustus 2020 hingga 
25 September 2021. Pemenang lomba akan diberikan insentif 
senilai Rpl50 juta untuk peringkat satu dan RplOO juta untuk 
peringkat dua. Kemendes dan PDTT menegaskan bahwa 
insentif itu hanya digunakan untuk PKTD.

Menteri Desa dan PDTT menjelaskan peserta lomba 
akan dibagi menurut wilayah, yakni bagian barat, tengah 
dan timur. Pada tiap wilayah, peserta dikelompokkan sesuai 
dengan status perkembangan desa yang mencakup desa 
mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan 
desa sangat tertinggal. Setiap kelompok desa hanya akan 
melawan kelompok yang sama secara wilayah maupun status 
perkembangan desa. Terkait dengan hal-hal yang teknis 
sudah disiapkan semua, tinggal menunggu persetujuan 
dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Menanggapi 
usulan itu, Mendagri sudah setuju dan menyampaikan telah 
melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk
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dimungkinkan mendapatkan insentif untuk lomba desa aman 
Covid-19 dari Dana Intensif Daerah (DID).

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk pemanfaatan 
anggaran dana desa, yakni anggaran tersebut harus dirasa­
kan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak pem­
bangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan 
desa yang terfokus. Di tengah pandemi Covid-19, anggaran 
dana desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial 
melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Rincian 
pencairan BLT-DD, pada Januari 2021 sudah tersalurkan 
Rpl,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta 
keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta 
penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai 
Rp850 miliar. Pada Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 
miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada 
April 2021 sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu 
penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rpl59 
miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.^®

3.3. Menciptakan Desa dengan Lingkungan Bersih dan Sehat
Salah satu perusahaan swasta nasional menegaskan 

terdapat 11 ciri-ciri suatu lingkungan atau wilayah disebut 
bersih dan sehat adalah: a) terdapat udara bersih dan segar; b) 
tempat pembuangan sampah dapat ditemukan dengan mudah;
c) terdapat air bersih dan jernih di rumah atau tempat umum;
d) pengelompokan sampah dan adanya fasilitas pengelolaan 
sampah (bukan pengolahan sampah); e) sarana kakus yang 
bersih dan baik; f) saluran air yang lancar (drainase); g)
16 BLT Dana Desa berdampak besar pada pemulihan ekonomi desa, 

https://jdlh.bpk.go.ld/wp-content/uploads/2021/06/BLT-Dana-Desa-  
Berdampak-Besar-pada-Pemulihan-Ekonomi-Desa.pdf, diakses 31 
Agustus 2021.

https://jdlh.bpk.go.ld/wp-content/uploads/2021/06/BLT-Dana-Desa-Berdampak-Besar-pada-Pemulihan-Ekonomi-Desa.pdf
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banyak tanaman (pohon) yang hijau di lingkungan sekitar; 
h) pengelolaan limbah dilakukan dengan baik; i) hewan atau 
ternak peliharaan tidak berkeliaran; j) penataan lingkungan 
yang rapi dan bersih; k) warganya yang patuh dan sadar akan 
lingkungan yang bersih dan sehat?’

Ciri-ciri atau kriteria di atas menjadi suatu tantangan 
bagi desa-desa atau suatu tempat lokasi di mana pun. 
Sehingga secara tidak langsung masyarakat akan mendapatkan 
lingkungan yang sehat yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kesehatan fisik warganya baik di masa pandemi maupun bukan 
pandemi. Jika ada desa sejak pandemi yang mengalokasikan 
dana desa untuk sektor kesehatan termasuk kesehatan 
lingkungan, tentu harus diapresiasi. Tetapi yang utama adalah 
membantu rakyat miskin yang terdampak pandemi di desanya 
melalui dana desa (BLT-DD).

Kreativitas desa dalam mengelola sampah menjadi 
bernilai ekonomi misalnya, sudah dilakukan oleh Desa 
Petandu Timur di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. 
Tujuannya tidak hanya untuk menciptakan lingkungan yang 
bersih dan sehat tetapi juga memberi manfaat ekonomi 
bagi warga desa. Penyelesaian masalah sampah tidak hanya 
dilakukan dengan mengandalkan petugas kebersihan saja. 
Seluruh lapisan masyarakat harus membantu pemerintah untuk 
bergerak bersama dalam menangani masalah sampah dengan 
penerapan sistem 3R [reduce, reuse, recycle) dalam wujud 
bank sampah di Desa Pentadu Timur, Kab. Boalemo. Sistem 
ini berguna untuk mengelola sampah dengan menampung, 
memilah, dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengolahan 
sampah dalam hal ini ke TPS 3R di Desa Pentadu Timur.
17 12 Ciri Lingkungan yang Bersih dan Sehat, https://www.rinso.com/id/ 

sustainability/12-ciri-lingkungan-sehat-dan-cara-mewujudkannya,  
diakses 30 Agustus 2021.

https://www.rinso.com/id/
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Sehingga sampah di tempat pembuangan akhir bisa berkurang 
bahkan bisa bernilai ekonomis?®

Jika di Provinsi Gorontalo sebagian warga desa sudah 
sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, maka 
demikian juga dengan desa-desa di Provinsi NTB. Sebanyak 
50 desa wisata di seluruh Provinsi NTB melakukan aksi bersih- 
bersih untuk menyambut hari peduli sampah nasional dan 
bersih destinasi wisata. Aksi gotong royong membersihkan 
sampah di setiap akses jalan dan sudut desa wisata tersebut 
adalah untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya 
program "Provinsi NTB Zero Waste” atau mewujudkan 
lingkungan bersih dan sehat di desa-desa.

Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program 
unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang 
tertuang dalam visi misi NTB gemilang yaitu NTB Asri dan 
Lestari. Program mewujudkan lingkungan yang bersih dan 
sehat itu masih terus didorong oleh pemerintah hingga ke 
desa-desa yang diintegrasikan melalui kegiatan pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. 
Termasuk kegiatan memilah dan mengolah sampah menjadi 
produk kerajinan yang bernilai ekonomis. Wakil Gubernur 
Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, 
semua desa-desa wisata yang pernah dikunjunginya selalu 
menunjukkan progres yang sangat baik, terutama desa-desa 
yang telah bertransformasi menjadi desa wisata melalui 
kekompakan pemerintah desa, kelompok sadar wisata dan 
masyarakatnya mengalami peningkatan yang membanggakan.

18 Srie Indriyani S.D. dan Srie Isnawaty P., (2019), Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan 
Bank Sampah di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten 
Boalemo, Jurnal Ilmiah Pangabdhi. Volume 5 No 2, Oktober 2019, http;// 
journal.trunojoyo.ac.id/, ISSN: 2477-6289, hal. 16.
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19 Aksi Bersih-Bersih dipusatkan di 50 Desa Wisata, Gerakan warga 
sukseskan Zero Waste, http;//www.disbudpar.ntbprov.go.id/aksi-bersih- 
bersih-dipusatkan-di-50-desa-wisata-gerakan-warga-sukseskan-zero- 
waste, diakses 31 Agustus 2021.

Artinya semua elemen masyarakat desa adalah 'kekuatan’ 
untuk menyukseskan berbagai program pembangunan 
dari pemerintah. Program ini didukung oleh 10 kabupaten/ 
kota di Provinsi NTB untuk menjalankan berbagai program 
Pemerintah Provinsi NTB.*®

Hampir semua desa wisata menawarkan sesuatu hal 
yang menyenangkan dengan ciri khas keindahan yang tiada 
tara. Bahkan keindahan dan potensi alam yang melimpah di 
Provinsi NTB, tidak pernah habis-habisnya dan perlu dijaga 
kebersihannya. Pemda Provinsi NTB juga meminta kepada 
kepala-kepala desa untuk segera merevitalisasi posyandu 
menjadi posyandu keluarga. Program revitalisasi posyandu 
sebenarnya tidak membutuhkan anggaran yang terlampau 
banyak. Karena program itu ditekankan pada penambahan 
layanan dengan memanfaatkan layanan yang sudah ada 
sehingga diharapkan bahwa cakupan layanannya akan 
merangkul mulai dari bayi, remaja hingga para lansia.

Selain untuk menjaga kebersihan dan lingkungan, 
desa yang hebat adalah desa yang sudah memiliki posyandu 
keluarga. Posyandu keluarga bisa melayani masyarakat dari bayi 
sampai lansia. Pemda Kabupaten Lombok Timur menegaskan 
masyarakat Lombok Timur senang dan bersedia serta antusias 
untuk mewujudkan berbagai program Pemerintah Provinsi 
NTB begitu besar. Terutama upaya mereka untuk mewujudkan 
lingkimgan yang bersih dan lestari dari setiap desa-desa 
wisata begitu luar biasa. Dampaknya adalah mendorong desa- 
desa lain untuk segera berbenah menjadi desa yang bersih 
dan sehat. Bantuan pemprov NTB di desa wisata Kembang

http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/aksi-bersih-bersih-dipusatkan-di-50-desa-wisata-gerakan-warga-sukseskan-zero-waste
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20 ibid.
21 Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id.

Kuning misalnya seperti bank sampah, anggaran, dan lain- 
lain. Warga desa dapat memanfaatkan bantuan tersebut 
sehingga Desa Kembang Kuning menjadi layak meraih 
peringkat pertama lomba kampung sehat se-NTB. Pemda 
Kab. Lombok Timur juga mengapresiasi semangat pemerintah 
provinsi dalam mengawal berbagai program pembangunan 
demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Bukan hanya 
sekedar mencanangkan program namun juga langsung turun 
ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga antusias masyakarat 
untuk segera mewujudkan program bebas sampah dari desa ke 
desa begitu terlihat dampaknya seperti di Provinsi NTB.^"

IV. Inklusivitas dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa
Jika sebelum pandemi masih banyak penduduk miskin 

di Indonesia, maka sejak Maret 2020 cenderung meningkat 
selama Covid-19. Berdasarkan data BPS, provinsi dengan 
jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Papua, Papua 
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Masih 
banyaknya penduduk miskin di Jawa Barat karena merupakan 
provinsi terpadat penduduknya di Indonesia disusul Jawa 
Timur dan Jawa Tengah.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan peningkatan 
jumlah penduduk miskin yang tercatat pada Maret 2020 
bahwa peningkatan terjadi karena adanya dampak tekanan 
ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena pandemi, terjadi 
perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, serta pendapatan 
dari semua lapisan masyarakat menurun. Pandemi Covid-19 
ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dan dampaknya 
terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah.^’

http://www.bps.go.id
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Seperti yang dijelaskan di atas, dana desa untuk keluarga 
miskin di desa dianggarkan maksimum 35% dari total dana 
desa yang diterima tahun 2021. Jika melebihi 35% maka harus 
mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota.“ Jika suatu 
desa mendapatkan Rpl miliar maka BLT untuk keluarga miskin 
sebesar Rp350 juta. Sisanya 60-65% dapat dipergunakan untuk 
keperluan lain dalam membangun desa atau pemberdayaan 
masyarakat.2^

Pencapaian efektivitas penggunaan dana desa termasuk 
dari APBN maka akan bermanfaat dan memiliki peran yang 
positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, 
apabila memenuhi kriteria atau klasifikasi antara lain?'*
1) Tata Kelola Dana Desa Harus Baik

Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui 
prinsip-prinsip good governance maka upaya menuju 
desa sejahtera mandiri bukan hal yang tak mungkin. 
Maka pengungkapan kasus akhir-akhir ini, di beberapa 
media menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penerapan 
prinsip good govemance.^^ Pemeriksaan terhadap beberapa 
personel pemerintah desa oleh aparat hukum karena 
pelaksanaan pembangunan yang gagal, tidak berkualitas, 
salah sasaran, dan tidak sesuai kebutuhan merupakan 
kemunduran yang harus dievaluasi. Menuju desa sejahtera

22 Bantuan Langsung Tuna Desa, https://www.kemenkeu.go.id/ 
media/15009/blt-desa.pdf, diakses 31 Agustus 2021.

23 ibid.
24 Dana Desa Sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa, https:// 

www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas- 
roda-pembangunan-ekonomi-desa, diakses 5 September 2021.

25 Good governance tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, provinsi 
dan kabupaten/kota saja, tetapi juga harus dapat dilaksanakan dengan 
baik dan tepat di tingkat desa. Good governance bahkan di perusahaan- 
perusahaan BUMN dan anak-anak usahanya sudah menjadi keharusan 
dalam manajemen usaha BUMN, apalagi BUMN tersebut sudah go-public.

https://www.kemenkeu.go.id/
http://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa
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mandiri yang maju dan sejahtera hanya akan dicapai dengan 
tata kelola pemerintah yang baik, optimal, transparan dan 
dapat dipertanggungjawabkan.

2) Menghindari Penyalahgunaan Dana Desa
Akhir-akhir ini banyak pemberitaan di media cetak maupun 
media online soal dana desa yang diselewengkan. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah mengantongi 
362 laporan dari masyarakat soal penyalahgunaan dana 
desa pada 2016. Penyimpangan-penyimpangan dana 
desa yang sering terjadi antara lain ada beberapa hal: 
Pertama, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai. 
Kedua, markup anggaran yang biasanya tidak melibatkan 
masyarakat dalam musyawarah desa. Ketiga, penye­
lewengan dana untuk kepentingan pribadi. Keempat, 
lemahnya pengawasan dan kelima adalah penggelapan 
honor aparat desa. Dana desa yang diselewengkan 
akan menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Untuk 
mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan soal penggunaan dana desa salah satu jalan 
adalah transparansi dan peran aktif warga untuk turut serta 
mengawasi penggunaan dana desa. Untuk mendukung 
kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan 
pengelolaan dana desa, Kemendes membentuk tim Satgas 
Desa. Fungsi Satgas Desa antara lain adalah berfungsi sebagai 
pengawas dan juga membantu evaluasi regulasi dana desa, 
sosialisasi, serta advokasi terutama bagaimana penggunaan 
dana desa dengan benar dan tepat sasaran.

3) Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa melalui Transaksi 
Non Tunai
Beragam upaya dilakukan demi menyelamatkan program- 
program dana desa dari kejahatan korupsi. Salah satunya
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melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melalui 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mencegah 
korupsi.

4) Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa
Membangun dari desa adalah salah satu komitmen 
pemerintah pusat untuk menghadirkan pemerataan 
ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu, jumlah dana desa 
terus ditingkatkan setiap tahunnya. Masyarakat adat juga 
diberikan akses terhadap kesejahteraan. Untuk mewujudkan 
pemerataan ekonomi distribusi dana desa, penguatan 
kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan 
anggarannya perlu dikembangkan untuk disempurnakan.

5) Pengelolaan Dana Desa Secara Swakelola
Mulai lanuari 2018, Kemendesa PDTT memastikan dana 
desa harus dikelola dengan pola swakelola. Dana desa juga 
diprioritaskan pada kegiatan yang mampu menciptakan 
lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa. Program 
Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi 
sendiri oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat 
daerah/institusi lainnya sebagai penanggung jawab 
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok 
masyarakat.

6) Kerja Sama Pengawasan Dana Desa
Dalam rangka memaksimalkan kerja sama pengawasan 
dana desa dan percepatan pembangunan di desa-desa, 
Kemendes PDTT telah membuat dan menandatangani MoU 
dengan pihak Kejaksaaan Agung, yaitu Nota Kesepahaman 
(MoU) tentang pelaksanaan dan koordinasi dalam rangka 
memaksimalkan dan mengoptimalkan kerja sama antara



■ Juli Panglima Saragih

-26-

kedua belah pihak dalam pengawasan dana desa agar ke 
depannya minim dari penyimpangan.

Dana desa memang tidak untuk dibelanjakan secara 
sembarangan oleh aparat desa. Oleh karena itu masyarakat 
desa juga bisa ikut aktif mengawasi penggunaan dana desa 
agar bisa memberikan manfaat nyata bagi sebagian besar 
warga desa. Dana desa yang sudah dibelanjakan di desa sejak 
2015-2021, seharusnya sudah dapat memberikan manfaat 
kesejahteraan bagi warga desa. Namun jika diteliti ke semua 
desa, tentu tidak 100% semua desa di Indonesia berhasil 
memanfaatkan secara optimal dan maksimal dana desa 
dari APBN. Inilah yang menjadi tantangan bagi aparat desa 
terutama kepala desanya agar benar-benar dapat berguna 
secara langsung bagi warga desa ke depan. Di tahun anggaran 
2022 mendatang, pemerintah pusat kemungkinan masih 
mengalokasikan dana desa dari APBN Tahun Anggaran 2022 
yang kini tengah dibahas antara DPR RI bersama pemerintah 
pusat. Pengelolaan atau pemanfaatan dana desa sejak 2015- 
2021 hendaknya menjadi pelajaran untuk melakukan evaluasi 
dan menciptakan kreativitas di desa agar pemanfaatan dana 
desa lebih baik lagi di masa yang akan datang.

V. Penutup
Program dana desa didasari atas undang-undang 

dan regulasi yang menjamin perencanaan, implementasi, 
monitoring dan evaluasi program untuk mencapai 
manfaat yang efektif dan optimal. Manfaat dana desa 
diprioritaskan untuk membantu pembiayaan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan 
kesejahteraan, kualitas hidup dan penanggulangan 
kemiskinan. Dalam implementasinya difasilitasi dengan
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pendampingan terkait dengan tata kelola dana desa dengan 
tujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan 
akuntabilitas pelaksanaan program.

Pemanfaatan dana desa dalam konteks pencegeihan 
dan penanganan Covid-19 sejak 2020 dan antisipasi solusi 
dampak dinilai berjalan dengan kinerja dan keberhasilan 
yang menggembirakan. Di samping peningkatan kesehatan 
masyarakat dan pemulihan pertumbuhan ekonomi, fakta di 
lapangan juga menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam 
menciptakan desa dengan lingkungan yang bersih dan sehat 
yang dapat berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat 
dan kegiatan ekonomi produktif. Pemanfaatan dana desa 
juga diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan 
dan pertumbuhan inklusif pedesaan melalui optimalisasi 
berbagai program pengembangan dana desa dengan sasaran 
memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
kesehatan masyarakat, pemulihan dan kebangkitan ekonomi 
pedesaan di masa pandemi Covid-19.
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PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK 
MENGATASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI 
COVID-I9: OPTIMALISASI PENANGANAN 

DAMPAK DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pendahuluan
Sejak adanya pengumuman kasus pertama Covid-19 di 

Indonesia pada awal Maret 2020, pemerintah telah menerapkan 
berbagai macam kebijakan dalam rangka menekan 
penyebaran virus ini. Salah satu kebijakan yang diterapkan 
adalah pembatasan mobilitas dan aktivitas fisik di lingkungan 
masyarakat. Saat ini, semua kegiatan fisik dilakukan secara 
virtual, baik itu bekerja, sekolah, maupun beribadah. Saat 
angka penyebaran meningkat tajam, pemerintah menerapkan 
pembatasan pada seluruh kegiatan di setiap sektor. Hanya 
sektor esensial saja yang diperbolehkan berkegiatan seperti 
biasa namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang 
ketat.

Kebijakan pembatasan ini tentu memiliki berbagai 
dampak, salah satunya adalah dampak ekonomi yang paling 
dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dampak ekonomi yang 
ditimbulkan dari kebijakan pembatasan ini antara lain 
penurunan pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran,
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penurunan lapangan pekerjaan, hingga ancaman krisis 
ekonomi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat 
di perkotaan, namun juga masyarakat di pedesaan.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah berupaya 
melakukan berbagai kebijakan dalam rangka menanggulangi 
pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. 
Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas 
PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, 
serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan ini mengatur 
tentang apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan 
dana desa di tahun 2020, di mana prioritas tersebut antara lain 
adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19; program 
Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan Bantuan Langsung Tunai 
- Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Pada tahun 2021, prioritas penggunaan dana desa 
diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan 
pencapaian SDGs Desa melalui (1) pemulihan ekonomi nasional 
sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai 
kewenangan desa; dan (3) adaptasi kebiasaan baru desa.* 
Penetapan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan 
pemerintah selama pandemi tentunya memiliki pertimbangan 
tertentu. Pemerintah melihat desa dapat bertahan dan 
mempercepat pemulihan ekonomi karena memiliki aset dan 
potensi yang besar. Pemerintah sangat berharap, pemanfaatan

1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.




